LENMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 6 - SERI C

FERATURAN DAER‘AH KABUPATEN NiAS SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 20038

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
1ZIN PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai =~ penyelenggaraan - Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab.

b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran dan
~ tertibnya pemberian perizinan dibidang Industri,
 maka perlu ditetapkan Ketentuan pemberian Izin
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Usaha Industri, izin Perusahaan dan Tanda Daftar
Industri V

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten - Nias
Selatan tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin
Perusahaan dan Tanda Daftar Industri;

Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hulicum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang
Wajib Daftar Perusahaan (Lemibaran Negara
Republik Indouesia Tzhun 1982 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
Undang ~ Undang Nomor 5 Tahun 1984 teniang
Perindustrian  (Lembsran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3274),
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik

-Indonesia Tahun 1995 Nemor 74, Tambahan

Lembaran Negara Noinor 3611);
Undang—-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negsra Tahkun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3693), scbagaimana

~ telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34

tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang” Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Reiribusi Daerah (Lembsran Negara

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4048); _
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
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10.

11.

12.

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten
Pakpak Bharat, dan Kaupaten Humbang
Hasundutan  diPropinsi Sumatera  Utara.
(Lembaran Negara Tahun 2003 WNomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
4272),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara (ahur 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389); -

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pembinaan - dan Pengawasan atas

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor- 66 Tahun 2001

tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
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Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran-
Negaia- RI -Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4737); .

15.

16.

17.

18.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan  Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Peraturan Peme.rintah dan Kancangan
Keputusan Presider:,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata
Tertib Pengusaha kawasan Industri serta Prosedur
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
izin Undang-undang gangguan (UUG) HO bagi
Perusahaan-perusahaan yang beriokasi di Iuar
kawasan Industri;

Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap
lingkungan hidup pada sektor Industri;

. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan RJI Nomor 148/M/SK/7/1995
tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri;

. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor

19/M/SK/1/1986 tentang Sistem Klasifikasi
Industri serta Pemberian Nomor Kodenya yang
berada di bawah Pembinaarn masing-masing
Direktorat ~ Jenderal  dalam  Lingkungan
Departemen Perindustrian;
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21,

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan  Nomor  254/MPP/Kep/7/1997

- tentang Kiriteria Industri Kecil dan Perdagangan

22.

Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian
dan Perdagangan, -
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungyitan Retribusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Neger: Nomor 175

- Tahun 1997 tentang Tata Cara Peme.iksaan di

217.

Bidang Retribusi Dasrak;

. Surat Kocputusan Meunteri Petindustrian  dan

Perdagangan R.I Nomor 12/MPP/Kep/1/1998
tentang Penyelenggara Wajib-Daftar Perusahaan;

. Surat Keputusan bersama Menteri Perindustrian

dan Perdagangan RI Nomor
589/MPP,/Kep/10/1999 tanggal 13 Oictober 1999
tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam
Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal
dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri
dan Perdagangan dilingkungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan ; o

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan

- Perdagangan R.I Nomor 590/MPP/Kep/10/1999

28.

13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perusahaan

“dan Tanda Daftar Industri;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Penerimaan lain-lain.
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30.

31.

. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor
................. Tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor
............... Tabun 1993 | tentang
Penghunjukkkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang melakukan  penyedikan  terhadap
penyelenggara  Peraturan  Daerah. memuat
ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten
Nizs Selatan Tahun 1993);

Peraturan Daerah Kabupaien Nias Selatan Nomor
2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias Selaizit
(Lembaran Dasrah Kabupaten Nias Sclatan Tahua
2605 Nomor 2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU PATEN NLAS

SELATAN
dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
: SELATAN TENTANG RETRIBUS! SURAT 1ZIN
USAHA INDUSTRI, IZIN PERUSAHAAN DAN -

TANDA DAFTAR INDUSTRIL
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeral: ini yang dimaksud dengan :

B W

W

09

10.

11.

12.

13.

Daerah adalab Kabupaten Nias Selatan; :
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ‘ielatan
Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan;

Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan
Energi Kabupaten Nias Selatan;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustiian, Perdagangan,
Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan;

Kas Dacrah adalah Kas Daerzh Pemerintal: Kabupaien Nias Seiatan;
Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah
Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan;

Izin adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk
melakukan kegiatan usaha industri.

Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
pemberian jasa pemberian izin usaha industri, perluasan dan tanda
daftar industri; '
Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa
pemberian izin usaha usaha industri, perltasan dan tanda dafiar
industri;

Petugas adalah Pegawai yang di hunjuk oleh Kepala Dinas untuk
melakukan pemungutan Retribusi;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai
Negeri Sipil "di lmgkungan Pemerintal: Daerah Kabupaten Nias
Selatan

Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,
bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi
barang dengan - nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya,
termasuk kegiatan jasa industri rancang bangun dan perekayasaan
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

industri serta pekerjaan perakitan (Assambeling) dari bagian-bagian
suatu barang serta jasa usaha perbengkelan;

. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri,

yakni kelompok industri atau industri dasar, keiompok mdustrx hilir
dan kelompok industri kecil;

. Bidang suaha industri adalah lapangan kegiatan yang bérsangkutan

dengan cabang industri atau jenis industri;

. Peruszhaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di |

bidang usaha industri;

. Jenis Industri adaleh bagian suatu cabang industri yang mempunyai

cirt khusus yang sama atau hasilnya bersifat akhir dalam preses
produksi;

. Komoditi industri adaiah suatu produk akhir dalam proses produksi

dan merupakan bagian dari jenis industri;

15. Izin prinsip adalah me.rupakan persetujuan yang dikeluarkan oleh

Bupati Nias Selatan;

Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan
adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 3¢ % (tiga puluh
persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;

Teknologi Industri adalah cara proses pengolahan yang diterapkan
dalam industri;

Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan
dengan Perencanaan Pendirian industri/pabrik secara keseluruhan
atau bagian-bagiannya;

Perekayasaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan
dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan
peralatan industri lainnya;

Standar Industri adalah ketentuan- ketentuan terhadap hasil produksi
industri yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi,
mutu, serta dari segi lain menyangkut cara mengolah, cara
menggambar, cara menguji dan lain-lain,

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah
kajian- mengenai dampak besar dan penting, suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan atau kegiatan;
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26.

28.

29.

L)
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32.

33.

L)
N

Upaya pengelolaan lingkungan yang disingkat UKL dan Upaya
Pemantauan Lingkungan yang disingkat UPL adalah rencana kerja
dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan

yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sitatnya mengikat,

27. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang disingkat SPPL

adalah Surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan industri dan
sitatnya mengikst dalam menunjeng program pcmbangunan industri
yang berwawasan lingkun gau;

izin Usaha Industri adaiah izin Usaha bagi kegiatan Irdustrl yang
nilai investast perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- {Dua
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tem;jat usahs;
Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang diberlakukan
sebagai Izin Usaha bag kegiatan Industri vang nilai investasi
vensahaan seiwruhnya dari Rp.5.000.009,- ‘Lima jat rupiah) sampai
dengan Rp. 260.000.000,- (Dua ratus uta rupiah) tidak terinasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; :

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selan_]ut nya disingkat SKRD

adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terhutang;

. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah

surat yang digunakan oleh Wajit Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan / dihunjuk oleh Kevala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Paerah Kurang bayar, selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi,
jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan,
selaniutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Labih Bayar, selanjutnya disinglkat

SKRDLB adalah = Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
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35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjtnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan unti k tujuan

* lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang- undangan di
bidang Retribusi;

37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalak seranokalan
tindakan yang diizkukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB U
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Izin Surat Usaha industri, perluasan dan tanda daftar
industri dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin surat usaha
industri, perluasan dan tanda daftar industri.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan yang pemberian izin surat
usaha industri, perluasan dan tanda daftar industri.

' Pasal 4
Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum - yang
melakukan kegiatan usaha industri, perluasan dan pendaftaran industri

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.
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BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Surat Izin Usaha Pertambangan Golongan C aaalah termasuk
Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BABIV A
KETENTUA! N IZIN SURAT USAHA INDUSTR],
1ZIN PERUQAHAAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Bagian Pertama -
Perizinan

Pasal 7

(1).Setiap pendirian Perusabaan, Industri maupun perluasannya wajib
memperoleh izin Usaha Industri.

(2) Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan
pengemhangan can pengawasan industri .

(3). untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan Tahap Persetu juan
Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

(4). Perusahaan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industr,
dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal
diberlakukan Izin Usaha Industri wajib mendaftarkan perusakaannya
dalam Daftar perusshaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(5). Persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan industri untuk
langsung dapat melakkan persiapan- persiapan dan usaha
pembanguna, pengadaan, pemasangan.instalasi peralatan dan lain-
lain yang dieprlukan.

(6). Izin Usaha Industri yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip
diberikan kepada Perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan
perundang-undangan Gangguan atau AIMMDAI, UKL, UPL, SPPL
dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.
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(7). Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga
puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin
Usaha Industri yang dimiliki, diwajibkan memperoleh Izin
Perusahaan.

Pasal 8

Syarat-syarat dau tata cara pengajuan izin sebagaimana dimak’sud daiain
Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. -

Pasal 9

(1) Kepala Dasrah dapat menolak permohonan izin sebagaimana
dimaksu d dalam pasal 7 dengan memberikan pemberitahuan dalam
jangka wakiu 30 % (tiga puluh persen) kerfa terhitung mulai tangga!
diteriman'ya permohonan oiech Kepaia Daerah dengan menjelaskan

~ alasan- alasan penoiakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

(2) Tata cara dan Syarat-syarat penclakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

(1) Jenis industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dikecualikan
dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.

(2) Yenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
meliputi serua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil sesuai
ketentuan yang berlaku.

(3) Terhadap jenis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
cukup dengan Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 11

(1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri kecil dengan
nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri.
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(2) Terhadap semua jenis industri dengan dengan nilai investasi
perusahaan seluruhnya sampai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib
memperoleh izin Usaha Industri

Pasa! 12

(1) Kewenangan pemberian izin prinsip usaha Industri adalah
kewenangan Kepala Daerak. '

{(2) Kewenangan Pemberian Izin Usaba Industri, Izin Perusahaan dan
Tanda Daftar Industri dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama
Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Jangka Waldu berlaku nya Izin

Pasal 13

(1) Izin Usaha Industri dan Izin Perusahaan berlaku selama Perusahaan
Industri yang bersangkutan beroperasi.

(2) Izin Usaha Industri dan Izin Perusahaan untuk Perusazhaan
Penanaman Modal Asing masa berlakunya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku .

(3) Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku seiama S (lima) tahun dan dapat
diperpanjang kembali.

(4) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prmclp bagi Perusahaan Industri
yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan atau
Penanaman Moda! dalam negeri yang berlokasi di Kawasan Industri
diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri. :

Bagian Ketiga
Teguran/Peringatan

" Pasal 14

(1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila:
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a. melakukan perluasan lebih dari 30 % tanpa memiliki Izin
Perusahaan;

b. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18;

c. belum melaksanakan Pendafiaran dalam daftar perusahaan

~ sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4);

d. roenimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat Aeélatan
usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui
batas baku mutu lingkungan yang ditetapk an sesizai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak
memenuhi ketentuan yang berlakuy;

e. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam Izin Usaha Indu stri ateu Tanda Dafiar
Industri yang telah dipercleb,

- £ adanya laporan atau pengaduan dari pelabat yang berwenang
ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelekiual bahwa
perusahaan Industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas
kekayaan Intelektual actara lain seperti Hak Cipta, paten dan
Merek.

(2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Indusiri sebanyak 3

(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1

(satu) bulan.

Pasal 15

(1) Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Indusiri dapat dibekukan
apabila perusahaan Indusiri
a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini;

b. sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa
melakukan Pelanggaran Hak Atas Kekayaan intelektual antara
lain Hak Cipta, Paten, Merek.

(2) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi
Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya Penetapan pembekuan Kegiatan usaha Industri;
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(3) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi
Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
pasal ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang
berk'ekuatan hukum ietap.

(4) Apabila dalam masa pembekuan perizinan Perusahaan Industri yang
bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbatkan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturzn Daerah ini, maka perizinannya dapat
diberlakukan kembali. : '

Bagian Il
Bagian Keempat
PERUBAHAIN PERUSAH AAIN

Pasal 16 o
(1} Izin Usaba Industri atau Tanda Daftar Industri dapat dicabut apabila

a. izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dikeluarkan
berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau
dipalsukan cleh perusahaan yang bersangkutan;

b. perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan
perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa
pembekuan;

c. perusahan Indusiri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dan
Pelanggaran Hak Atas Kekayaan inteleictual oleh Badan peradilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; :

d. Melakukan pemindahan lokasi Industri tanpa persetujuan prinsip -
dari Bupaii dan izin tertulis dari Kepala Dinas.

(2) Pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri:

a. dilakukan secara langsung sctelah mendapatkan peringatan dari
Kepala Daerah; A

.. b. dilakukan secara langsung apabila tidak memenuh1 sebagaimana
diatur dalam Pasal 14.

(3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut 1zin US¢ha Industn adalah
Kepala Daerah atau usul Kepala Dinas.
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Pasal 17

(1) Terhadap pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri
atas perusahaan yang bersangkutan selambat-lambainya 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal dltenmanya Surat Keputusan
Pencabutan tersebu* dapat mengajukan permohonan peninjauan
kembali kepada Bupati disertai alasan yang memungkinkan untuk
dipertimbangkan kembali.

(2) Bupaii selambat-lambatnya 30 (tiga pulun) hari terhi Jtung sejak
tanggal diterimanya surat permohonan peninjavan kembali secara
tertulis dengan alasan tertentu wajib menyampaik an jawaban tertulis
tentang permohonan yang bersangkutan diterima atan ditolak.

3 Apabxlu setelab 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan
peninjauan kembali pencabuian tersebut fidak mendapatkan jawaban,
maka Surat Keputi: san pencabutan jzin Usahe industri atau Tanda
Daitar Industri dianggap baial.

Bagian Kelima
Informasi Industri

Pasal 18

(1) Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperoiehnya berdasarkan
pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Perusahaan Industr wajib
menyampaikan Inforinasi Industri secara berkala setiap 6 (enam)
bulan mengenai kegiatan dan hasil produksin'ya kepada Kepala Dinas.

(2) Tata cara untuk menyampaikan informasi indusiri diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam
. Surat izin Rusak/Tidak terbaca

Pasal 19

Apabila Izin Usaha Industri atau Tanda Dafiar Industri yang telah
dimiiiki oleh Perusahaan Industri rusak atau tidak terbaca, Perusahaan
Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas
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penggantian Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri tersebut
kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Izin Usaha Industri, {zin Perusahaan atau Tanda Daftar Industri yang
dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berfaku pula bagi terpat
penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha . industri yang
bersangkutan yang digunakan uniuk menyimpan peralatan , perlengkapan,
bahan baku, bahan penclong dan barang/bahan jadi untuk keperluan
kegiatan usaha indusiri tersebut.

- Pasai 21

Pem jadzhan Jokast industri diwajibkan memperbaharui izin yang telah
ada. :

Pasal 22

Dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan
Industri serta guna menghindari persaingan tidak sehat maupun
pemusatan kegiatan ckonomi pada satu perusahaan kelompok atau
perorangan yang merugikan masyarakat, maka permintaan Persetujuan
prinsip dapat ditolak Kepaia Daerah.

BABV
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Surat Izin Usaha -
Industri, adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk
pelayanan pemberian izin dan Pendaftaran industri.

17 Perda Kab. Nias Selatan No. 6 Tahun 2008



P R

Prinsip

_ Pasal 24
penetapan tarif Retribusi Surat Izin Usaha Industri adalah untuk

mengganti biaya penegndalian, pembinaan dan pengawasan dalam
rangka pemberian izin usaha industri.

Pasal 25

(1)<Seﬁap orang dan atau badan bukum yang memperoleh atau
mendapatkan pelayanan Surat Izin Usaha Industri, Izin Perusahaan

dan Tanda Daftar Industri dikenakan Reiribusi.

- (2) Besarnya Retribusi Svrat Izin Usaha Industri, Izin Perusahaan dan

Tanda Daftar Industri adaiai: diteiaj kan sebagai berikut :

a.
b

izin. Usaba Industri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu .nupiah);
izin Perusahaan sebesar Ry 150.009,- (seratur lima pulus ribu

. rupiah);

tanda Daftar Indust.+i sebesar Rp. 250 000,- (dua ratus lima puluh

ribu rupiah); .

pendafiaran Ulang - Surat lzin Usaha Industri sebesar Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah);

setiap keterlambatan pendaftaran ulang izin usaha industri, Izin
Perusahaan dan tanda daftar industri dari waktu yang telah
ditetapkan dikenakan denda sebesar 5 % (lima Persen) dari
retribusi setiap bulan.

BAB VI .
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias
Selatan.

- BAB VI
- TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 27

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
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Pasal 28

(1) Retribusi dipungui dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan
{2) Hasil pungutan Retribusi sebagazmana dimaksud dalam pasal 25

disetor oleh BKP ke Kas Daerah
' BAR VIII

TATACARAPEMBAYARAN
Pasal 29

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain
yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang
diteatukan dalam SPTRD, SKRD, atau SERDT. '

(%) Daiam hal pembayaran dilaicukan ditempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam. :

{3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan- sebagaimana dimaksud pada ayat (i), maka dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua Persen) dengan
menerbitkan STRD.

Pasal 30

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.

(2) Kepala Daerah atau Pejabai yang dihunjuk dapat memberi izin
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam
jangka  waktu  tertentu  dengan  alasan  yang  dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan labih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 31

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diberikan
tanda bukti Pembayaran.
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BAB Xi1
‘TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN,

K& TETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
. SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 35

Wajib Retribsui dapat mengaukan permohonan pembetulan SKRD
dan STRD yang dalam penerbitannya terdajsat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekehruan cdalam penerapan peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan
Retrbusi yang terutazig dalam bai sacksi tersebut dikenakan karena
kekhilafar wajib Ret-ibusi atau bukan karena kesalah annya.

Wajib Retrivusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara
tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang
dihunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima
SKRD dan STRD dengan wmemberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

Keputusan atas. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Kepala Dacrah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan
Keputusan maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan. -
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BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAP
Pasai 36 \\\

(i) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas KD _.
dan STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara teriulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yaug
dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permor: cnan keberatan sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) dan ayai
(2) harus diputuskaia cleh Kepala daerah atau Pejabat yang dihunjuk
dalam jangka wakiu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
Keberatan diterima.

BABXIV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37 .

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas
keleblhan pembayaran retribusi dapai langsung diperhitungkan
‘terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa denda oleh kepala Daerah.

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak

atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan
pembayaran retribusi selanjutnya.
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Pasal 38

(1) Dalgn hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa
setiah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi.

(2) Kelebihan pembayran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB

(3) Pengembaiian kelebihan pembayrar Retribusi dilakukan setelah
lewat waktu 2 (cua) bulan scjak diterbitkan SKRDLB, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas
keter'ambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 39

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi;

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 diterbitkan
bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
KADALUWARSA

Pasal 40

(1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10
(sepuiuh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tertangguh apabila :

a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan. utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.
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Pasal 38

(1) Dalsm hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa

)

()

(M
@

cet-8h dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi.
Kelebihan pembayran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB

Pengembaiian kelebihan pembayran Retribusi dilakukan setelah
lewat waktu 2 (cdua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala
Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen)' sebulan atas
keteriambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 39
Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribust;
Aias perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 diterbitkan

bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV
KADALUWARSA

Pasal 40

(1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa seielah melampaui jangka waktu 10

(sepuiuh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kadaluwarsa Penagihan Reiribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tertangguh apabila :
a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung,
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BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untik melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan dan Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara yang
berlaku; ‘

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a

meneima mencari, meng urapulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenazn dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar
keterangan atau laporan terscbut menjadi iebih lengkap dan jelas.
meneliti, mencari dan n:engumpulkan keteraiigar 1o engenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen
lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut :
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi;

memanggil crang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau sanksi,

menghentikan penyidikan;
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Udnang-
undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BABXX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Izin prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum
ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku
sepanjang memenuhi Syarat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai
salah satu tahap untuk memperoleh izin usaha industri dan tanda
daftar industri berdasarkan Peraturan daerah ini.

(2) Izin usaha industri atau izin usaha perluasan atau tanda dafiar industri
yang telah dlperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya
Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang memenuhi
syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan wejib didaftar ulang
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya
Peraturan Daerah ini. :

‘ B ABXXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan Kepada Dinas
Perindustrian, Perdaganga, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias

Selatan dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja terkait di hngk ungan
Pemeriutah daerah.
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Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energ1 Kabu paten
Nias Selatan. A

Pasal 48

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nias Selatan merupakan Koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTU
Fasal 49
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diuhdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah

Kabupaten Nias Selatan.
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Disahkan di  : Teluk Dalam
pada tanggal :21 Mei 2008

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

FAHUWUSA LAIA
Diundangkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal  : 23 Mei 2008

Pit. SEXRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SEL.LATAN,

ttd

HERMAIN H. LAIYA

LEMBARAIN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NCMOR : 06 |

SALIN.AAN:INLSAH SESUAI DENGAN ASLINYA

VKABAGHUKUL 1.DAN ORTA

SOF HINASO' G l‘\WA SH

pEMBIN A
NIP.400045346
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERPAGANGAN
[ZIN PERUSAHAAN DAN TAINDA DAFTAR INDUSTR 1

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan
sebagai salas satu perwujudan kewajiban keregaraan, ditegaskan bahwa
penempatan beban kepada rakyat seperti Pajak dan lain-lain, harus
ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan
Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang. :

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Udnang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Udnang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah
mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar
kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
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dan Pendapatan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang
antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharajkan

‘menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan
kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu
melaksanakan ot010m1 vaitt mampu mengaiur dan mengurus rumah
tangganya sendiri, :

Baltiwa pembangunan industri diharapkan sebagai penggerak (prime
Mover) pembangunan ekonomi dilakukan dalam kerangka keterkaitan
yang kuat antar k egiatan baik didalam sektor industri sendiri mzu pun
antar sektor industri dengan seluruh jaringan sektor produksi dan scktor
distribusi uniuk bias secara responsif menjawab tantangan perszingan
yang semakin ketat.

Penataan pembangunan dunia usaha Khsuusnya bengkel umum kendaraan
bermotor sebagai bagian dari strategi industri nasional salah satunya
dilakukan melalui penguatan sinergi kebijakan yang mendorong kegiatan
produksi secara sistematis antara lain : penataan regulasi dan kepastian
hukum untuk mendorong tumbuh berkembangnya iklim usaha yang
kondusif, pengembangan jaringan kerja sama (net working), ahli
teknologi serta investasi pada komoditi baik di pasar dalam negeri
maupun pasar eksport dan jaringan distribusi dalam era globalisasi dan.
liberalisasi perdagangan. '

Untuk mewujudkan sasaran diatas diperlukan perangkat» hukum yang
secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan dan
pengembangan industri dalam arti yang seluas-luasnya. Ketentuan-

‘ketentuan yang termasuk didalam peraturan Daerah ini juga ditunjukkan

untuk memberikan arah yang jeals guna menciptakan iklim yang
kondusif dalam pengembangan kegiatan industri. Dan terlebih penting
lagi -dengan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan
hukum kepastian berusaha bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan
kegiatan industri di Kabupaten Nias Selatan

PASAL DEMI PASAL
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Pasal 1

BABI

KETENTUAN UMUM

© Cukup Jelas

BAB Ii

NAMA, OBrEK, SUBIJEK DAN WAJIB RET.RIBUSI

Pasal 2s/d S5

Pasal 6

: Cukup Jelas

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

. C ‘-iup Jelas

BABIV :

KETENTUAN IZIN SURAT USAHA INDUSTRI, IZIN

Pasal 7
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)
Ayat (6)
Pasal 8 s/d 10

PERUSAHA AN

PAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

: Cukup Jelas
. Cukup Jelas
: Tahap persetujuan prinsip dieprlukan bagi

beberapa jenis tertentu yang dalam pemberian
izinnya memerlukan pertimbangan dampak
lingk ungan dan hal-hal lain yang berpengaruh
terhadap  sosial  ekonomi.  Jenis-jenis
industrinya ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah.

: Hal ini sesuai dengan udnag-undang nomor 3

tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
undang-undang nomor 5 tahun 1995 tentang

- perseroan terbatas.
. Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
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Pasal 141
Ayat 1

Ayvat 2
Ayat 3
Pasal 12

Pusul 13
Ayat 1

Ayat2
Ayat 3
Ayat 4
Pasal 14 s/d 15
Pasal 16
~ Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)
Pasal 17 s/d 18
Pasal 19

Pasal 20
Pasal 21

Pusal 22

. Tidak wajib dimaksudkan untuk

memudzhklan bagi industri kecil untuk dapat
tumbuh dan ©berkembang dan apabila
berkeinginan untuk mmperoleh .TDI. dapat
dikeluark an.

: Cukup Jelas
: Cukup jelas
: Cukup Jelaz

: Selama perusahazn industri masih beroperasi

izin industri tetap berlaku dan apabila tidak
beroperasi lagi meka izin indust.ri di cabut.

: Cukup Jeles
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Walaupun izin industri sudah dikeluarkan

namun jika ternyata data yg disampaikan
tidak sesuai dengan kenyataan berdasarkan
hasil pemeriksaan maka izin dapat dicabut.

: Cukup Jelus
. Cukup Jelas
: Cukup Jelas
. Bentuk dan tata cara penggantian izin usaha

industri  ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati

: Tempat penyimpanan yang berada menyatu

atau sama komplek dengan lokasi industri.

. Berdasarkun lokasi peruntukan industri / tatz

ruzng.

. Cukup Jelas
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Pasal 23 s/d 25

Pasal 26

Pasel 27 s/d 28

Pasal 29 s/d 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI

: Cukup Zelas

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

: Cukup Jelas

BAB VI

- TATA CARA PE MUNGUTAN

. Cukup Jelas

: BAB VIl
TATACARAPEMBAYARAN

. Cukup Jelas
BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
. Cukup Jelas

BABX
TATACARAPENAGIHAN

: Cukup lelas

BABXI

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN

Pasal 34

PEMBEBASAN RETRIBUSI
. Cukup Jelas
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BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasa! 35 : . Cuicup Jelas

BAB X1
TATA CARA PEYELESAIAN KEBERATAIN

Pasal 36 : Cukup Jelas
BAB XIV

TATA CARA TERHITI JNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAIN PEMB AYARAMN RETRIBUSI

Pasal 37 s/d 39 : Culcup Jelas
. BABXV
KADALUARSA
Pasal 40 | ~: Cukup Jelas
BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 41 : Cukup Jelas

BAB XVII
KETENTUANLARANGAN

Pasal 42 : ~ . Cukup Jelas
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BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43 . Cukup Jelas
- BAB XIX
A PENYIDIKAN
Pasal 44 : Cukup Jelas
BAB XX
KETENTUAN PERALIHAIN
Pasal 45 ,
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) - Kewajiban ‘mendafter ulang ditujukan untuk

informasi dan data industri

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46 s/d 48 . Cukup Jelas

| BABXXII
* KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49 s/d 50 : Cuktip Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 06
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